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Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan 
pendekatan “conceptual and statute approach”.Melalui pendekatan tersebut, 
dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kewenangan 
Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur  dalam 
melaksanakan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah. 
Penelitian ini berorientasi pada upaya mengkaji bentuk pengawasan represif 
berupa klarifikasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di 
lingkup Kabupaten/Kota. Adapun klarifikasi merupakan wewenang Gubernur 
yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan, sehingga penelitian 
diarahkan pada alasan penolakan terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan 
Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi dan akibat hukum bagi Gubernur, 
Bupati/Walikota dan produk hukum daerah yang tidak dilakukan klarifikasi. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan penolakan terhadap produk 
hukum daerah yang harus dilakukan klarifikasi meliputi ketersediaan anggaran 
dan sumber daya manusia yang terbatas, jangka waktu yang dibatasi dan 
keterlambatan Kabupaten/Kota dalam melakukan penyampaian produk hukum 
daerah kepada Gubernur. Sedangkan akibat hukum hanya dapat dikenakan kepada 
Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengindahkan mekanisme klarifikasi 
yaitu masing-masing berupa pengambilalihan wewenang oleh Menteri Dalam 
Negeri dan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari 
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Gubernur. Khusus untuk produk hukum daerah yang tidak diajukan klarifikasi 
dinyatakan tetap sah dan berlaku. 
 
Kata Kunci : Wewenang, Pengawasan dan Otonomi Daerah. 
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 This study uses a normative legal research approach " and the statute 
conceptual approach" .Through these approaches , in this study conducted a 
critical assessment of the authority of the Governor through the Legal Bureau of 
East Java Provincial Secretariat in implementing Clarification of district 
regulations 
 This study examines the efforts oriented repressive form of supervision 
in the form of a clarification of the Local Rules and Regulations Regional Head in 
the scope of the district / city . The clarification is the authority of the Governor 
that in practice cause problems , So that the research is directed at the reasons for 
the refusal of the local regulations produced Regency / City for clarification and 
legal consequences of the Governor , the Regent / Mayor and local regulations 
that are not done clarification . 
 This study stated that the reason for the rejection of local regulations that 
must be clarification include the availability of budget and human resources are 
limited , limited period of time and the delay District / City in conducting the 
delivery of local regulations to the Governor . While the legal consequences can 
only be subjected to the Governor and Regent / Mayor who does not heed the 
mechanism clarification that each form of takeover authorized by the Minister of 
the Interior and the imposition of administrative sanctions in the form of a written 
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warning from the Governor . Especially for local regulations that are not proposed 
clarification otherwise remain valid and enforceable 
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